
 
 
 
 
 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KETAPANG 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN KETAPANG 

NOMOR 4 TAHUN 2026 

TENTANG  

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

 BARANG MILIK NEGARA  

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara 

yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Ketapang perlu Pengawasan dan 

Pengendalian Barang milik Negara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Sekretaris Komisi pemilihan Umum Kabupaten 

Ketapang tentang Pembentukan Tim Pengawasaan dan 

Pengendalian Barang Milik Negara Pada Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 

2025; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

 
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

SALINAN 

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2026 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG, 
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  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 

tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung 

Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada 

Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 20); 

  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara; 

  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

83/PMK.02/2022 Perihal Standar Biaya Masukan 

Tahun Anggaran 2023; 

  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 

2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 

2021; 

  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota; 

  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 
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  11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indonesia Nomor 

1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan 

Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab 

Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum 

Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau 

Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang 

Milik Negara Komisi Pemilihan Umum; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 

 

: PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TAHUN 

2025. 

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pengawasan dan 

Pengendalian Barang Milik Negara Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2025. 

KEDUA : Daftar nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KETIGA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penghapusan 

Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan 

pada DIPA Anggran 076 Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Ketapang Tahun 2025. 

 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 Ditetapkan di Ketapang 

pada tanggal  14 Januari 2026 

 
 

Plh. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN 

UMUM 

KABUPATEN KETAPANG 

ttd. 

   ENDO WAHYUDI, S.Sos 

 
 

 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KASUBBAG HUKUM DAN SDM 
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LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KETAPANG 
NOMOR  4  TAHUN 2026 
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN 
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025. 

 
TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA 

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025. 

 
NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN 

DALAM TIM 
1 2 3 4 

1. 
Endo Wahyudi, S.Sos 

Nip. 196905252006041009 

Plh. Sekretaris KPU Kab 
Ketapang 

Penaggung Jawab 

2. 
Eni Kurniasari,SE 
 
Nip. 198709092010122001 

Kasubbag Umum Dan 
Logistik 

Ketua 

3. 
Junaidi 

Nip. 197508262007101001 
Staf Sekretariat Sekretaris 

4. 
Denny Kurniawan 

Nip. 198602122025211018 

 
Staf Sekretariat Anggota 

5. 

Deni Darmawan, A.Md.kom 
 
Nip. 199105292025211046 
 

 
Staf Sekretariat 

Anggota 

  
 

 

  
 

 

 
 

 Plh.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

 KABUPATEN KETAPANG 

 ttd. 

 ENDO WAHYUDI, S.Sos 

  
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KASUBBAG HUKUM DAN SDM 

 
 
 
 
 


